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LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional di PT Mulia Boga Raya,
Tbk, Perseroan melakukan pendekatan yang sistematis dengan menjalankan tata kelola
perusahaan yang baik (GCG). Salah satu di antaranya adalah membangun dan
mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Perseroan dibuat dan diterapkan sebagai upaya dalam
mengendalikan risiko di Perseroan yang mencakup pada semua aspek dengan tujuan
perbaikan secara terus-menerus serta diiringi dengan semangat untuk sukses (winning
spirit).

DASAR HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

2. Kode etik PT Mulia Boga Raya, Tbk tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis,
termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“Kode Etik”).

3. Kebijakan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi PT Mulia Boga Raya, Tbk termasuk
perubahan dan turunan-turunannya (“ABAC”).

TUJUAN
Pedoman terkait pengelolaan dan tindak lanjut atas informasi yang masuk ke
Whistleblowing System.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sebagai petunjuk teknis
terkait tindak lanjut proses pengaduan dan penerapan sanksi.

DEFINISI
1. “Perseroan” adalah PT Mulia Boga Raya, Tbk.

2. “Pelanggaran” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk tidak
terbatas pada Peraturan Perusahaan, Nilai-nilai Dasar Perusahaan, Etika dan Perilaku
Perusahaan (Code of Conduct), Kebijakan Anti Korupsi dan kebijakan-kebijakan
lainnya yang berlaku di PT Mulia Boga Raya, Tbk dari waktu ke waktu.

3. “Sistem Pelaporan Pelanggaran” adalah suatu sistem yang mengelola pengaduan
seseorang mengenai perilaku kecurangan atau penyimpangan sistem dan prosedur,
tindakan melawan hukum/kebijakan/aturan perusahaan atau perbuatan tidak etis
lainnya yang dilaporkan oleh pihak internal atau eksternal perusahaan.

4. “Imunitas Administratif’ adalah perlindungan yang diberikan oleh Perseroan kepada
Pelapor terhadap status administratif, seperti status kepegawaian, sanksi administratif,
dan lainnya sebagai akibat keterlibatan tindakan pelanggaran yang dilaporkan.
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VL.

10.

“Insan Perseroan” adalah Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Anggota
Komite, Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap serta Outsourcing.

“Investigasi” adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh insan perseroan atau organisasi yang telah
dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

“Pelapor” adalah orang yang melaporkan adanya tindakan pelanggaran, baik dari
organisasi itu sendiri (pihak internal), namun tidak tertutup adanya pelapor berasal dari
pihak eksternal (kontraktor, pemasok, atau masyarakat). Pelapor mungkin tidak
melihat dan mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi
pelapor seharusnya mempunyai dan memberikan bukti, informasi, indikasi yang jelas
atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan sehingga dapat ditelusuri atau
ditindaklanjuti. Ketiadaan bukti, informasi atau indikasi yang memadai dapat
menyebabkan laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.

“Pelaporan Pelanggaran” adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau
pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral
atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan Perseroan maupun para pemangku
kepentingan yang wajib dilakukan oleh insan perseroan kepada pimpinan Perseroan
atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.
Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential).

“Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran” adalah pihak yang ditetapkan dan
diberikan kewenangan oleh Perseroan untuk melakukan administrasi SPP mulai dari
penerimaan laporan, verifikasi awal, pemutakhiran status, sampai dengan pelaporan,
termasuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait dalam internal Perseroan.
“Saksi” adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri
tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dan bersedia memberikan
keterangannya di depan Tim Investigasi. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi,
tetapi tidak semua Pelapor dapat menjadi saksi.

PRINSIP

Secara umum prinsip dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah rahasia
(confidential), tidak memihak (imparsial), independen, dan nonrepudiasi (perlindungan
balasan).

1.

Rahasia

Setiap identitas Pelapor wajib dirahasiakan oleh Pengelola SPP. Untuk perlindungan
identitas Pelapor, Pengelola SPP wajib menyamarkan identitas pelapor untuk
menghindari adanya subyektivitas, kecurigaan, dan sikap memihak. Kewajiban
merahasiakan identitas Pelapor tidak berlaku apabila proses hukum menyatakan
bahwa diperlukan identitas atas Pelaporan Pelanggaran.
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VIL.

VIIL.

2. Tidak Memihak

Setiap laporan pelanggaran dan/atau penyimpangan kepada pengelola SPP wajib
memenuhi sifat tidak memihak (imparsial) baik yang bersifat suku, ras, agama maupun
golongan serta tidak bersifat fitnah dan/atau laporan palsu.

3. Independen

Pengelola SPP dan Pejabat Berwenang Memutus (PBM) wajib bersikap independen
atas laporan yang diterima. Dalam hal laporan yang diterima terkait dengan salah satu
atau beberapa petugas Pengelola SPP dan/atau PBM, maka petugas Pengelola SPP
dan/atau PBM yang bersangkutan dilarang memproses, menangani, melakukan
investigasi, dan/atau memutus pengaduan yang diterima untuk menghindari adanya
benturan kepentingan.

4. Independen

Pengelola SPP dan Pejabat Berwenang Memutus (PBM) wajib bersikap independen
atas laporan yang diterima. Dalam hal laporan yang diterima terkait dengan salah satu
atau beberapa petugas Pengelola SPP dan/atau PBM, maka petugas Pengelola SPP
dan/atau PBM yang bersangkutan dilarang memproses, menangani, melakukan
investigasi, dan/atau memutus pengaduan yang diterima untuk menghindari adanya
benturan kepentingan.

PERLINDUNGAN PELAPOR

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran dikelola oleh Kepala Departemen Internal Audit
Perseroan dan diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan semua pengaduan
yang masuk dari berbagai jenis saluran pengaduan, baik yang diterima langsung maupun
dari sumber lainnya.

Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran wajib memiliki integritas, independen, dan
objektif atau tidak memihak, dapat dipercaya, mampu berkomunikasi dan melaksanakan
interviu.

Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat menunjuk pihak eksternal atau pihak internal
lainnya untuk menjalankan peran sebagai administrator Sistem Pelaporan Pelanggaran.

PENANGANAN PELAPORAN

Whistle blower dapat didefinisikan sebagai seorang (baik internal maupun eksternal
perusahaan) yang mencoba menyampaikan kecurangan/ketidakpatuhan/pelanggaran
atas peraturan perusahaan yang mengakbitkan kerugian perusahaan dan seseroang
yang melaporkan ini tidak ingin namal/identitasnya terungkap. Hal ini karena seseorang
tersebut khawatir akan keselamatannya (baik dari sisi pekerjaan atau jiwanya) apabila
kasus yang akan dilaporkan sampai terungkap.

Pencengahan pelanggaran kode etik, kecurangan atau penyimpangan sistem dan
prosedur dapat dilakukan dengan melaporkan pelanggaran tersebut ke atasan atau
Kepala Divisi atau Internal Audit dengan menghubungi:

Email: internal.audit@muliabogaraya.co.id
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IX. MEKANISME PENANGANAN PELAPORAN
Mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
ISO 37002:2021).

A. Penerimaan Laporan Pelanggaran
Perseroan menetapkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran harus memungkinkan
setiap individu, baik dari dalam maupun luar organisasi, untuk menyampaikan
informasi mengenai dugaan pelanggaran secara bebas, bertanggung jawab, dan tanpa
hambatan struktural maupun kultural.

Mekanisme pelaporan disediakan dalam berbagai bentuk yang dapat diakses dengan
mudah, termasuk saluran tertulis, maupun elektronik. Pelaporan dapat dilakukan
secara anonim maupun dengan identitas terbuka, dan tidak menjadi dasar untuk
perlakuan yang merugikan bagi pelapor.

Setiap laporan yang diterima merupakan bagian dari sistem kendali Perseroan dan
oleh karena itu harus dikelola sebagai informasi bernilai strategis. Informasi ini dicatat,
diklasifikasikan, dan disimpan dalam sistem yang dirancang untuk menjaga
kerahasiaan serta memastikan akses terbatas hanya kepada pihak yang berwenang.

Melalui kebijakan ini, Perseroan menetapkan bahwa pelaporan pelanggaran
merupakan bentuk kontribusi aktif terhadap integritas organisasi, dan pelapor berada
dalam posisi yang harus dilindungi.

B. Penilaian/ldentifikasi Laporan Pelanggaran
Setiap laporan yang diterima harus melalui proses penilaian awal secara sistematis.
Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi substansi laporan, klasifikasi
pelanggaran, serta urgensi dan tingkat risiko yang mungkin ditimbulkan terhadap
organisasi.

Penilaian dilakukan oleh fungsi atau unit yang ditunjuk secara independen yang
memiliki kompetensi dan mandat untuk menilai laporan secara objektif. Seluruh proses
didasarkan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Laporan yang tidak memenuhi kriteria substansial tetap dicatat dan disimpan untuk
keperluan pengawasan dan perbaikan sistem. Pendekatan ini menegaskan bahwa
tidak ada laporan yang diabaikan tanpa penilaian yang layak.

Dengan langkah ini, organisasi menunjukkan arah yang jelas bahwa setiap informasi
yang berpotensi mengganggu integritas internal wajib mendapatkan perhatian formal,
terlepas dari siapa yang menyampaikan.

C. Penanganan Laporan Pelanggaran
Penanganan terhadap laporan yang layak diproses dilakukan melalui mekanisme yang
menjunjung tinggi integritas proses dan perlindungan terhadap semua pihak yang
terlibat. Proses ini mencakup penyelidikan internal atau pelibatan pihak independen,
dengan tahapan yang terstruktur dan terdokumentasi.
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Penanganan tidak semata bertujuan untuk mengungkap pelanggaran, tetapi juga
untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi sebagaimana
mestinya. Oleh karena itu, proses ini dijalankan dengan standar profesionalisme tinggi,
menghindari konflik kepentingan, dan dilandasi prinsip non-diskriminatif.

Seluruh data dan informasi yang diperoleh selama penanganan wajib dijaga
kerahasiaannya. Hak-hak pelapor, terlapor, dan saksi dipertimbangkan secara
seimbang.

. Penyelesaian Laporan Pelanggaran

Setiap laporan yang telah diproses harus diselesaikan melalui pengambilan keputusan
yang akuntabel. Penyelesaian mencakup tindakan korektif, administratif, atau sistemik
sesuai dengan tingkat pelanggaran dan temuan investigasi.

. Penyelesaian Laporan Pelanggaran

Setiap laporan yang telah diproses harus diselesaikan melalui pengambilan keputusan
yang akuntabel. Penyelesaian mencakup tindakan korektif, administratif, atau sistemik
sesuai dengan tingkat pelanggaran dan temuan investigasi.

. Penyelesaian Laporan Pelanggaran

Setiap laporan yang telah diproses harus diselesaikan melalui pengambilan keputusan
yang akuntabel. Penyelesaian mencakup tindakan korektif, administratif, atau sistemik
sesuai dengan tingkat pelanggaran dan temuan investigasi.

Laporan penyelesaian wajib memuat dokumentasi lengkap terkait langkah-langkah
yang telah diambil, analisis risiko, serta rekomendasi perbaikan jangka panjang.
Informasi ini digunakan sebagai masukan untuk penguatan kebijakan, prosedur, dan
budaya organisasi yang berbasis integritas.

Pelapor berhak mengetahui bahwa laporan telah ditangani secara serius. Tanpa harus
mengungkap isi investigasi secara rinci, organisasi tetap berkewajiban menjaga
kepercayaan terhadap sistem melalui bentuk komunikasi yang bertanggung jawab.

Penyelesaian laporan juga menandai dimulainya proses pembelajaran organisasi dan
peningkatan  berkelanjutan. Dengan ini, perusahaan menetapkan bahwa
whistleblowing bukan hanya alat deteksi, tetapi bagian dari sistem nilai yang
mengarahkan perilaku dan keputusan di seluruh tingkatan.

SOSIALISASI DAN EVALUASI

Petunjuk Teknis SPP ini disosialisasikan secara berkeseinambungan kepada seluruh
Insan Perseroan dan dievaluasi secara berkelanjutan, dan secara berkala akan
dilaksanakan pemutakhiran dan penyempurnaan sistem SPP sesuai dengan regulasi
yang berlaku dan perkembangan bisnis Perseroan.

Sosialisasi secara berkelanjutan dimaksudkan untuk memperoleh persepsi dan
pemahaman serta meningkatkan semangat keterbukaan bagi insan perseroan untuk
melaporkan penyimpangan dan dapat mempergunakan SPP sebagaimana mestinya.
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XI.

Pelaksanaan sosialisasi SPP dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi penerapan
GCG, kebijakan-kebijakan baru Perseroan, sosialisasi undang—undang yang terkait
dengan tindak pidana korupsi, publikasi melalui intranet Perseroan dan berbagai macam
media komunikasi lainnya.

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Penghargaan dapat diberikan kepada pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung
kebenaran dan Perseroan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Jenis
dan besar penghargaan yang diberikan diatur dengan kebijakan Direksi.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan, sanksi dapat
diberikan kepada Terlapor maupun Pelapor. Pengenaan sanksi kepada Terlapor dapat
diberikan apabila yang bersangkutan telah terbukti melakukan Pelanggaran. Sementara
itu, pengenaan sanksi kepada Pelapor dapat diberikan oleh Direksi, apabila yang
bersangkutan telah terbukti menyampaikan laporan Pelanggaran yang bersifat fitnah atau
palsu.
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